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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Aparatur Sipil Negara 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bab 1 Ketentuan 

Umum pasal 1 ayat ke-3 “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbedaan 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ialah 

masa kerja yang terdapat pada ayat ke-4 “Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”, dan ayat ke-5 

“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 

rangka melaksanakan tugas pemerintahan”. Pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai kesempatan yang sama 

didalam mendapatkan jabatan dijelaskan pada pasal ke-6 “Jabatan adalah 
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kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi”. 

Aparatur sipil negara yang dimaksud tersebut ialah pegawai atau tenaga 

kerja yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 

ayat ke-2 “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat ke-18 “Instansi 

Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah”, dan ayat ke-19 

“Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah 

kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan 

perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah”.  

 

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Peran 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara Bab IV fungsi, tugas, dan peran Bagian Kesatu 

Fungsi pasal 10 “Pegawai ASN berfunsi sebagai  : a. pelaksana Kebijakan 

publik; b. pelayanan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa”. Bagian 

Kedua Tugas pasal 11 “Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan 

publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan palayanan publik 

yang professional dan berkualitas; dan c. memperekat persatuan dan kesatuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bagian Ketiga Peran Pasal 12 

“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksanaan, dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui 

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari 

intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.” 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bab I Ketentuan Umum Bagian 

Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 ayat ke-5 “Pengguna Anggaran yang 

selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat 

yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD, ayat ke-6 Kuasa 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang 

ditetapkan oleh PA untuk mengunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala 

Daerah untuk menggunakan APBD, ayat ke-7 Pejabat Pembuat Komitmen 

yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”. Direksi Pekerjaan adalah pejabat atau 

orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk pengelola 

administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya Direksi 

Pekerjaan dijabat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, namun dapat dijabat oleh 

orang lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Direksi teknis 
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merupakan salah satu tim pendukung yang ditetapkan PPK menjadi wakil 

PPK yang berada dilapangan bersama konsultan pengawas. 

 

2.1.2 Hak dan Kewajiban  

Menurut Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab VI Hak dan Kewajiban Bagian 

Kesatu Hak PNS pasal 21 “ PNS berhak memperoleh : a. gajih, tunjangan, 

dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pension dan jaminan hari tua; d. 

perlindungan; dan e. pengembangan kompentensi”. Bagian Kedua Hak PPPK 

pasal 22 “PPPK berhak memperoleh: a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. 

perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi.” Bagian Ketiga Kewajiban 

Pegawai ASN pasal 23 “ Pegawai ASN wajib : a. setia dan taat pada 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; b. menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan 

pejabat pemerintah yang berwenang; d. menaati ketentuan peraturan 

perundang-undangan; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh 

pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. menunjukkan 

integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan 

kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. menyimpan 

rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. bersedia 

ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”  
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2.2 Produktivitas  

“Produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai 

(output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input) (Riyanto, 

1986”). “Produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output dengan input, 

atau rasio antara peneluaran dari hasil produksi dengan total sumber daya yang 

digunakan (Ervianto, 2008)”. 

“Dalam proyek konstruksi, rasio produktivitas adalah nilai yang diukur 

selama proses konstruksi, dapat dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja, 

material dan alat. Sukses dan tidaknya proyek konstruksi tergantung pada 

efektivitas pengelolaan sumber daya tersebut. Peningkatan produktivitas dapat 

dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam 

memanfaatkan tenaga kerja (Lingga, 2017)”. Oleh karena itu, tenaga kerja 

merupakan faktor penting mempengaruhi produktivitas. 

 

2.2.1 Definisi Produktivitas 

Definisi adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu 

konsep yang menjadi pokok studi. Menurut para ahli mendefinisikan 

produktivitas sebagai berikut :   

1. “Produktivitas kerja berasal dari bahasa inggris, product: result, outcome 

berkembang menjadi kata productive, yang berarti menghasilkan, dan 

productivity: having the ability make or kreate, creative. Perkataan itu 

dipergunakan di bahasa Indonesia menjadi produktivitas yang berarti 

kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu, karena dalam organisasi. 
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Kerja yang akan dihasilkan adalah perwujudan tujuannya. Dilihat dari segi 

Psikologi produktivitas menunjukkan tingkah laku sebagai keluaran 

(output) dari suatu proses berbagai macam komponen kejiwaan yang 

melatarbelakanginya. Produktivitas tidak lain daripada berbicara mengenai 

tingkah laku manusia atau individu, yaitu tingkah laku produktivitasnya. 

Lebih khusus lagi di bidang kerja atau organisasi kerja (Sedarmayanti, 

2004)” 

2. “Produktivitas pada hakekatnya meliputi sikap yang senantiasa 

mempunyai pandangan bahwa metode kerja hari ini harus lebih baik dari 

metode kerja kemarin dan hasil yang dapat diraih esok harus lebih banyak 

atau lebih bermutu daripada hasil yang diraih hari ini (Komaruddin, 

1992)” 

3.  “Produktivitas kerja adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-

besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan 

output yang optimal, kalau mungkin yang maksimal (Siagian, 2002)” 

4. “Produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai 

(output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input) 

(Riyanto, 1986)” 

5. “Produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input 

(masukan) (Hasibuan, 1996)” 

6. “Produktivitas merupakan perbandingan antara standart time dan time 

available for work atau biada dinyatakan sebagai hasil antara efficiency 

dan utilization (Schonberger, 1785)” 
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7. “Rumusan tradisional dari produktivitas total tidak lain adalah ratio dari 

apa yang dihasilkan terhadap saluran apa yang digunakan untuk 

memperoleh hasil tersebut (Rusli Syarif, 1991 : 1) 

8. Produktivitas kerja biasanya dinyatakan dengan suatu imbangan dari hasil 

kerja rata-rata dalam hubungannya dengan jam kerja rata-rata dari yang 

diberikan dengan proses tersebut (Mukiyat, 1998 : 481) 

9. Produktivitas adalah sikap mental yang mementingkan usaha terus 

menerus untuk menyesuaikan aktivitas ekonomi terhadap kondisi yang 

berubah. Sikap mental untuk menerapkan teori serta metode-metode dan 

kepercayaan yang teguh akan kemajuan umat manusia (Ramayani, 2004)” 

Menurut ( Lingga, 2017). 

 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sangat penting bagi 

Aparatur Sipil Negara karena Aparatur Sipil Negara berperan sebagai 

perencana, pelaksanaan, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum 

pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan 

pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih 

dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

 Hasibuan (2001) mengatakan bahwa pendidikan, pelatihan dan 

motivasi kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja. Hariandja (2002) 

mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah : 
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1. Kemampuan, yaitu kecakapan yang dimiliki oleh seseorang baik dari 

pengetahuan yang didapat melalui pendidikan formal atau keterampilan 

yang dimilikinya. Dengan kemampuannya ini maka akan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. 

2. Situasi dan keadaan lingkungan , faktor ini biasanya menyangkut fasilitas 

maupun keadaan dimana semua karyawan dapat bekerja dengan baik dan 

tenang. 

3. Motivasi, setiap tenaga kerja perlu diberikan motivasi dalam usaha 

meningkatkan produktivitas, dimana motivasi adalah merupakan kekuatan 

atau unsur pendorong kegiatan seseorang kearah tujuan tertentu dan 

melibatkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapainya. 

4. Upah, upah atau gaji minimum yang tidak sesuai dengan peraturan maka 

akan dapat menyebabkan produktivitas kerja dari para pegawai menurun. 

5. Tingkat Pendidikan, latar belakang pendidikan dan juga pelatihan dari 

tenaga kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja seseorang, dimana 

hal ini adalah sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia. 

Dimana tingkat pendidikan bagi tenaga kerja harus selalu dikembangkan 

atau ditingkatkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. 

Hal ini sangat penting dimana berkaitan dengan dinamika atau perubahan 

yang terjadi dalam lingkungan organisasi. 

6. Perjanjian kerja, perjanjian kerja ini adalah merupakan alat yang menjamin 

hak dan kewajiban dari para pegawai.  
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7. Penerapan teknologi, kemajuan teknologi sangat mempengaruhi 

produktivitas kerja karena itu penerapan teknologi harus berorientasi 

mempertahankan produktivitas. Dengan adanya kemajuan teknologi 

tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas kerja dan juga 

mempermudah manusia dalam melaksanakan tugasnya. 

   

2.3 Proyek Konstruksi 

“Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya 

satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek dengan sumber 

daya tertentu untuk mendapatkan hasil konstruksi dengan standar kualitas 

yang baik. Proyek konstruksi selalu memerlukan resources (sumber daya) 

yaitu man (manusia), material (bahan bangunan), machine (peralatan), 

method (metode pelaksanaan), money (uang), information (informasi), dan 

time (waktu). Dalam suatu proyek konstruksi terdapat tiga hal penting yang 

harus diperhatikan yaitu waktu, biaya dan mutu (Kerzner, 2006).” 

Dalam pelaksanaan proyek harus diselenggarakan secara menyeluruh 

mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga pada tahap 

pemeliharaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dari tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pemeliharaan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga pihak, yaitu pihak pemilik proyek (owner), 

pihak konsultan , pihak kontraktor. 

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek konstruksi 

antara lain: 
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1. Pemilik 

“Pemilik (owner) adalah seseorang atau instansi yang memiliki hak proyek 

yang dibangun dan membiayai seluruh biaya proyek. Pemilik proyek atau 

pemberi tugas atau pengguna jasa adalah orang/badan yang memiliki  dan  

memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada 

pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut 

(Ervianto, 2005:44)”.  

2. Konsultan 

Konsultan adalah perorangan atau perusahaan professional yang 

menyediakan jasa kepenasihatan dalam bidang tertentu, misalkan memiliki 

keahlian, kecakapan, dan bakat khusus dan tersedia bagi yang memerlukan 

(klien), dengan imbalan sejumlah upah. 

3. Kontraktor 

“Kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan 

menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah 

ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat -syarat 

yang ditetapkan (Ervianto, 2005:46)”. 

 

 


